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ABSTRACT

This study aims to analyze accountability and transparency in financial governance
practices based on the Tri Hita Karana concept at Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar.
The background of this research is driven by the importance of implementing good governance
principles in managing funds of religious organizations, which are sourced from donations
(punia), voluntary contributions, and other offerings. The research method used is descriptive
qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and
documentation. The informants consist of the traditional village head (Bendesa Adat), temple
treasurer, priest (Pemangku), and temple administrators (Pengempon). Data analysis applies the
Miles and Huberman model, and data validity is ensured through method triangulation. The
results indicate that accountability practices have been implemented quite well, as reflected in
regular financial recording, the use of transaction evidence, and the preparation of financial
reports after activities. However, the recording system is still simple and not yet standardized.
Meanwhile, transparency has not been optimal, as financial information is only shared in
internal meetings and not publicly accessible to the wider community. From the Tri Hita Karana
perspective, financial management reflects harmony in parahyangan, pawongan, and
palemahan. However, improving transparency is necessary to strengthen public trust and
achieve better financial governance.
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PENDAHULUAN

Setiap organisasi memerlukan dana untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatannya.
Dana umumnya diartikan sebagai kas yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi.
Sumber internal berasal dari aktivitas operasional, sedangkan sumber eksternal diperoleh dari
pihak luar seperti donatur. Dalam pengelolaannya, dana menuntut adanya akuntabilitas dan
transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Hal ini menjadi semakin
penting mengingat masih maraknya kasus penyelewengan dana, baik di sektor bisnis maupun
organisasi nirlaba, termasuk organisasi keagamaan.

Konsep good governance menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan organisasi. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas seluruh
aktivitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, yang harus disampaikan kepada pihak yang

berkepentingan. Laporan keuangan menjadi sarana utama dalam mewujudkan akuntabilitas
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tersebut serta sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang. Oleh
karena itu, penerapan prinsip good governance sangat penting dalam menjaga kepercayaan
publik.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga harus diterapkan pada organisasi keagamaan
seperti pura. Pura tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai organisasi
nirlaba yang mengelola dana dari masyarakat, seperti dana punia, sumbangan, dan sesari.
Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat
dipertanggungjawabkan kepada umat dan donatur, sehingga kepercayaan masyarakat tetap
terjaga.

Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar merupakan salah satu pura kahyangan desa
yang memiliki struktur organisasi kompleks dengan keterlibatan banyak banjar. Sumber dana
pura berasal dari sumbangan masyarakat, hibah, dan dana lainnya yang dikelola oleh pengurus
pura. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks dan
membutuhkan sistem tata kelola yang baik agar berjalan efektif dan transparan.

Data keuangan menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kas yang signifikan dari tahun
2021 hingga 2024, dengan lonjakan besar pada tahun 2023 akibat adanya bantuan pemerintah
untuk renovasi dan pelaksanaan Karya Agung. Namun demikian, meskipun laporan keuangan
telah disusun secara berkala, tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat masih belum
sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan
keuangan dengan prinsip transparansi yang diharapkan.

Pengelolaan dana di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar juga dapat dikaji melalui
perspektif Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan
Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan lingkungan
(palemahan). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana mencerminkan
keharmonisan dalam ketiga aspek tersebut, baik dalam menjaga kepercayaan umat, memperkuat
kerja sama sosial, maupun mendukung keberlanjutan lingkungan spiritual pura.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
akuntabilitas dan transparansi dalam praktik tata kelola keuangan berlandaskan Tri Hita Karana
di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami
penerapan prinsip tersebut serta memberikan manfaat secara teoritis sebagai kontribusi
pengembangan ilmu pengetahuan, dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi pengelola pura
dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan

selaras dengan nilai-nilai Tri Hita Karana.

193 | Hita_Akuntansidan Keuangan



" Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia "

e-ISSN 2798-8961 " Edisi April 2026 "

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh
organisasi nirlaba, pemerintah, dan entitas sejenis untuk mengelola serta melacak sumber daya
keuangan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dalam sistem ini, setiap dana dipisahkan sesuai
dengan peruntukannya sehingga memudahkan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran,
aset, dan kewajiban. Berbeda dengan akuntansi komersial yang berfokus pada laba, akuntansi
dana lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana agar sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan (Copley & Engstrom, 2019).

Pengelolaan keuangan atau tata kelola keuangan merupakan proses yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengendalian, serta pengawasan terhadap sumber daya
keuangan organisasi. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah memastikan penggunaan
dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam
praktiknya, pengelolaan keuangan yang baik mencakup tahapan perencanaan anggaran,
pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara
rencana dan realisasi (Halim & Kusufi, 2018).

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap seluruh aktivitas
dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat,
pemerintah, maupun donor. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, tetapi
juga mencakup pelaporan kinerja dan dampak yang dihasilkan. Dengan adanya sistem pelaporan
yang baik, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap
kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sawir, 2022).

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada pihak-
pihak yang membutuhkan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan. Transparansi
memungkinkan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk mengetahui proses perencanaan,
pelaksanaan, hingga hasil dari penggunaan dana. Dengan adanya transparansi, akan tercipta
pengelolaan yang lebih bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Mardiasmo,
2009).

Tri Hita Karana merupakan konsep filosofis dalam budaya Bali yang menekankan
keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama
(pawongan), dan manusia dengan lingkungan (palemahan). Konsep ini menjadi landasan etika
dalam kehidupan masyarakat Bali dan dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi agar

tercipta keharmonisan secara menyeluruh (Purnomo, 2018).

194 |Hita_Akuntansidan Keuangan



e-ISSN 2798-8961

METODE PENELITIAN

" Hita Akuntansi dan Keuangan
" Universitas Hindu Indonesia
! Edisi April 2026

Desain Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. dapat digambarkan

sebagai berikut:

Praktik Ta

Analisis Aluntabilitas dan Transaparansi Dalam

Hita Karana Di Pura Desa Lan Puseh Desa Adat

ta Kelola Keuangan Berlandaskan Tri

Denpasar

Tata Kelola Keuangan

}

¥

Aluntabilitas (Indikator)
bukti transakei.
dengan peruntulaniya.

laporan akchir kegiatan.

1. Penggunaan dana yang di sertai dengan
2. Pencatatan kenanzan vang jelas dah sesuai

3. Pertangpungjawaban dengan membuat

Transparans (Indikator)
Eeterbulcaan dan kejelazan informasi
kenangan kepada masyaraleatumat
Femudahan zkzes terhadap laporan keuangan
Publikasi laporan kevangan secara berkala

b

L bd

|

Indikator:

Perspektif Tri Hita Karana

1. Parahyangan
2. Pawongan
3. Palemahan

Implementasi Tata Kelola Keuangan
Berlandaskan Tri Hita Karana pada Pura
Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar

|

Hasil dan Kesimpulan
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Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan

untuk

memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kondisi aktual serta hubungan antar variabel

yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik akuntabilitas dalam

pengelolaan dana punia di Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Denpasar berdasarkan perspektif Tri

Hita Karana. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara

langsung dengan pihak terkait seperti bendesa, pemangku, pengurus, dan pengempon pura, serta
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data sekunder yang bersumber dari catatan akuntansi, laporan kegiatan, literatur, dan e-jurnal
yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki peran dan pemahaman
terkait pengelolaan keuangan pura, seperti bendesa sebagai pengambil kebijakan, pemangku dan
pengurus pura sebagai pelaksana kegiatan, pengempon sebagai representasi masyarakat, serta
masyarakat sebagai pihak yang memberikan kontribusi dana. Observasi dilakukan secara
langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata terkait praktik pengelolaan
dana, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis berupa catatan
pemasukan dan pengeluaran dana punia. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi
dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan

keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang
meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi
dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang
komprehensif, kemudian data direduksi dengan cara menyaring dan mengelompokkan informasi
yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah
dipahami, dan tahap terakhir dilakukan verifikasi untuk memastikan validitas data sebelum
menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Miles & Huberman, 1992).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pura Desa lan Puseh Desa Adat
Denpasar menunjukkan bahwa penggunaan dana telah disertai dengan bukti transaksi sebagai
bentuk pertanggungjawaban. Setiap pengeluaran umumnya dicatat dan didukung dengan bukti
yang ada, sehingga mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas. Namun
demikian, dalam beberapa transaksi yang bersifat tradisional masih terdapat keterbatasan karena
tidak selalu disertai bukti formal, sehingga akuntabilitas yang diterapkan belum sepenuhnya

optimal.

Selanjutnya, pencatatan keuangan telah dilakukan secara rutin oleh bendahara pura
melalui buku kas yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana. Hal ini menunjukkan
bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan secara sistematis, meskipun masih menggunakan

metode sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi yang lebih lengkap. Selain itu,
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pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui penyusunan laporan setelah kegiatan
berlangsung, terutama pada kegiatan besar, namun laporan tersebut masih bersifat internal dan

belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar
masih tergolong terbatas. Informasi terkait keuangan umumnya disampaikan dalam forum
tertentu seperti rapat desa adat atau pertemuan perwakilan banjar, sehingga belum menjangkau
seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sudah ada, namun belum
dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip transparansi yang seharusnya dapat diakses
oleh semua pihak yang berkepentingan.

Selain itu, masyarakat juga belum memiliki kemudahan dalam mengakses laporan
keuangan secara langsung. Meskipun laporan keuangan telah dibuat secara berkala, namun
belum dipublikasikan melalui media yang dapat diakses secara luas seperti papan pengumuman
atau media digital. Kondisi ini menyebabkan transparansi dalam pengelolaan keuangan masih
belum optimal karena informasi belum disampaikan secara terbuka dan merata kepada seluruh

masyarakat.
Analisis Berdasarkan Perspektif Tri Hita Karana

Berdasarkan perspektif Tri Hita Karana, pengelolaan keuangan di Pura Desa lan Puseh
Desa Adat Denpasar telah mencerminkan keseimbangan pada aspek parahyangan, pawongan,
dan palemahan. Pada aspek parahyangan, penggunaan dana difokuskan pada kegiatan
keagamaan sebagai bentuk hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah sesuai dengan nilai spiritual yang menjadi dasar
kehidupan masyarakat adat Bali.

Pada aspek pawongan, partisipasi masyarakat dalam memberikan dana punia dan
keterlibatan dalam kegiatan pura menunjukkan adanya hubungan sosial yang baik. Namun,
keterbatasan transparansi dalam penyampaian informasi keuangan menunjukkan bahwa
hubungan tersebut masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat.
Sementara itu, pada aspek palemahan, penggunaan dana untuk pemeliharaan dan renovasi pura
mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga secara keseluruhan pengelolaan
keuangan telah sesuai dengan nilai-nilai Tri Hita Karana, meskipun masih perlu dioptimalkan

terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik.
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Pembahasan
Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pura

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pura Desa Lan
Puseh Desa Pakraman Denpasar telah menunjukkan adanya penerapan prinsip
pertanggungjawaban, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan penyusunan laporan. Praktik
ini tercermin dari upaya bendahara dan pengurus pura dalam mencatat setiap pemasukan dan
pengeluaran dana secara rutin, termasuk dana punia, sesari, dan bantuan dari pihak luar. Hal ini
sesuai dengan konsep akuntabilitas dalam good governance, yang menekankan pentingnya
pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah
(Mardiasmo, 2018).

Indikator penelitian, akuntabilitas belum sepenuhnya optimal. Pada indikator penggunaan
dana dengan bukti transaksi, meskipun pengelola pura telah berupaya mencatat setiap
pengeluaran, masih terdapat keterbatasan, terutama ketika transaksi dilakukan secara tradisional
tanpa bukti formal. Pada indikator pencatatan keuangan, meskipun semua pemasukan dan
pengeluaran dicatat dalam buku kas, sistem pencatatan masih sederhana dan belum berbasis
standar akuntansi formal. Pada indikator pertanggungjawaban melalui laporan keuangan, laporan
biasanya disusun setelah kegiatan besar, namun belum dipublikasikan kepada masyarakat luas.
Dengan demikian, akuntabilitas yang diterapkan masih bersifat internal dan administratif,
sehingga perlu peningkatan agar memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Pura

Transparansi pengelolaan keuangan di Pura Desa Lan Puseh masih tergolong rendah
berdasarkan indikator keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan publikasi laporan.
Keterbukaan informasi masih terbatas pada forum tertentu, seperti rapat desa adat atau
pertemuan perwakilan banjar. Kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi masyarakat

umum masih minim, dan publikasi laporan keuangan secara terbuka belum dilakukan melalui
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papan informasi atau media digital.

Perspektif teori, transparansi merupakan kunci membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pengelolaan dana (Mardiasmo, 2018; Halim, 2014). Keterbatasan transparansi ini
berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pura.
Oleh karena itu, perlu adanya media informasi yang dapat diakses masyarakat secara luas, seperti
papan pengumuman rutin atau media digital, agar informasi keuangan dapat diketahui dan
diawasi oleh seluruh umat.

Pengelolaan Keuangan Pura Berdasarkan Perspektif Tri Hita Karana

Analisis pengelolaan keuangan berdasarkan Tri Hita Karana menunjukkan bahwa aspek
parahyangan dan palemahan telah diterapkan dengan baik, sedangkan aspek pawongan masih
perlu ditingkatkan. Pada aspek parahyangan, alokasi dana digunakan untuk kegiatan keagamaan
dan pemeliharaan pura, sehingga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan
Tuhan (Wiana, 2007; Suardana, 2019).

Aspek pawongan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam memberikan dana punia
dan keterlibatan dalam kegiatan pura. Namun, keterbatasan transparansi informasi keuangan
menurunkan potensi partisipasi aktif dan pengawasan masyarakat, sehingga hubungan sosial
antara pengurus dan umat belum sepenuhnya optimal (Mardiasmo, 2018).

Aspek palemahan terlihat dari penggunaan dana untuk renovasi dan pemeliharaan
fasilitas pura, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan fisik dan spiritual. Hal ini sejalan
dengan prinsip Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan antara manusia dan lingkungan
(Wiana, 2007). Dengan demikian, peningkatan transparansi tidak hanya berdampak pada tata
kelola internal, tetapi juga memperkuat keseimbangan hubungan spiritual, sosial, dan lingkungan

sesuai konsep Tri Hita Karana.
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SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas
pengelolaan keuangan di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar telah berjalan cukup baik
melalui penggunaan dana yang disertai bukti transaksi, pencatatan keuangan yang dilakukan
secara rutin, serta pertanggungjawaban melalui laporan akhir kegiatan, meskipun masih bersifat
sederhana dan belum terstandarisasi. Sementara itu, transparansi pengelolaan keuangan masih
belum optimal karena keterbukaan informasi terbatas pada forum tertentu, akses laporan
keuangan yang belum merata, serta belum adanya publikasi laporan secara terbuka kepada
masyarakat. Ditinjau dari perspektif Tri Hita Karana, pengelolaan keuangan telah mencerminkan
keseimbangan antara aspek parahyangan melalui dukungan kegiatan keagamaan, pawongan
melalui partisipasi masyarakat meskipun perlu ditingkatkan dalam hal transparansi, serta
palemahan melalui pemeliharaan lingkungan pura. Oleh karena itu, disarankan agar pengelola
meningkatkan standarisasi pencatatan keuangan, memperluas akses dan publikasi informasi
keuangan kepada masyarakat, serta terus mengintegrasikan nilai-nilai Tri Hita Karana dengan
prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mengembangkan variabel dan metode penelitian agar menghasilkan kajian yang lebih

komprehensif terkait pengelolaan keuangan berbasis adat.
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